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INTISARI

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran sistematik dan faktual
dalam mengctahui bagaimana kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi
1951. Karena berdasarkan pada kondisi saat ini di Indonesia telah terdapat lebih dari 13000
pengungsi luar negeri. Karena Indoensia bukan merupakan negara yang mcratifikasi Konvensi
Pengungsi 1951, maka kewajiban dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia
menjadi tanggung jawab UNHCR. Berdasarkan kondisi tersebut UNHCR beberapa kali
meminta Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Namun hingga
saat ini Indonesai masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dalam penelitian ini
akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif analitis. Sehingga
penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana bentuk kepentingan Indonesia belum meratifikasi
Konvensi Pengungsi 1951. Kemudian dalam menjawab pertanyaan penelitian  akan
menggunakan konsep kepentingan nasional secara deskriptif dari Holsti. Sehingga hasil dari
penelitian ini adalah diketahuinya bentuk kepentingan indonesia untuk belum meratifikasi
Konvensi Pengungsi 1951 karena adanya benturan antara program-program yang dijalankan
Pemerintah Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Jika
Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, ditakutkan akan menjadi
penghambat dalam tercapainya program-program dan tujuan yang sudah direncanakan oleh
Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, maka kebijakan Pemerintah Indonesai dalam belum
meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 merupakan keputusan yang tepat demi tercapainya
kepentingan nasional Indonesia.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Pemerintah Indonesia, Pengungsi Luar Negeri,
Konvensi Pengungsi 1951

Palembang, 2021
Mengetahui,
Pembimbing I Pembimbing II
T
Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd Indra Tamsyah, S.Ip., M.Hub.Int
NIP. 197803022002122002 NIDK. 8831999920

D.

g K
Q\(I\P 196 \534;{2.1?1}903 100
\ "% B e S g (

N\ %, Juwuo’ h‘;;‘ L /
S 4 . g ALY0
\ %o, M/ Hmaca N /

\

"\ Fis'®



Abstract

This study was made with the aim of making a systematic and factual picture in knowing how
Indonesia's interests have not ratified the 1951 Refugee Convention. Because based on current
conditions in Indonesia there have been more than 13000 foreign refugees. Because Indonesia
is not a country that has ratified the 1951 Refugee Convention, the obligation to deal with
foreign refugees in Indonesia is the responsibility of UNHCR. Based on these conditions,
UNHCR has asked the Government of Indonesia to ratify the 1951 Refugee Convention
several times. However, until now Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention. In
this study, qualitative research methods will be used with analytical descriptive purposes. So
that this study can explain how Indonesia's interests have not ratified the 1951 Refugee
Convention. Then in answering research questions, Holsti will use the concep! of national
interest descriptively. So the result of this research is that it is known that Indonesia’s interest
has not yet ratified the 1951 Refugee Convention because of the contradictive between the
programs run by the Government of Indonesia and the provisions contained in the convention.
If the Government of Indonesia ratifies the 1951 Refugee Convention, it is feared that it will
become an obstacle in achieving the programs and objectives that have been planned by the
Government of Indonesia. Thus, the policy of the Government of Indonesia to not ratifying the
1951 Refugee Convention is the right decision to achieve Indonesia's national interest.

Keywords: National Interest, Indonesian Government, Refugees, the 1951 Refugee
Convention
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Desember tahun 1950, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
menyepakati untuk mengagendakan Konferensi Wakil Berkuasa Penuh di Jenewa untuk
menuntaskan penyusunan dan penandatanganan sebuah Konvensi tentang Status Pengungsi dan
Protokol tentang status orang yang tanpa kewarganegaraan. Konferensi tersebut diagendakan
bertempat di Kantor Eropa PBB Jenewa pada tanggal 2 Juli-25 Juli 1951. Berdasarakan pada
beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam konferensi tersebut maka pada 28 Juli 1951
dibuat Konvensi Mengenai Status Pengungsi, atau biasa disebut sebagai Konvensi Pengungsi

1951.

Kemudian pada 31 Januari 1967 dibuatlah Protokol Mengenai Status Pengungsi atau
dikenal sebagai Protokol 1967. Protokol 1967 dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan

diantaranya :

1. Pertimbangan mengenai Konvensi tentang Status Pengungsi yang dibuat pada
tanggal 28 Juli 1951, di Jenewa, hanya melingkup tentang orang-orang yang sudah
menjadi pengungsi akibat dari berbagai peristiwa yang terjadi sebelum mencapai

waktu 1 Januari 1951



2. Pertimbangan bahwa berbagai situasi pengungsi baru sudah muncul semenjak
dibuatnya Konvensi Pengungsi 1951, dan bahwa sehubungan dengan itu pengungsi-
pengungsi yang bersangkutan tidak tercakup dalam ruang lingkup Konvensi
Pengungsi 1951

3. Pertimbangan atas dasar, sebaiknya status yang sama dapat dinikmati oleh seluruh
pengungsi yang dimaksud oleh definisi dalam Konvensi Pengungsi 1951 tidak

terikat oleh pembatasan waktu 1 Januari 1951

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dibuatlah
Protokol 1967 yang memuat beberapa kesepakatan baru yang menyesuaikan antara Konvensi

1951 dengan kondisi pada saat Protokol 1967 dibuat.

Indonesia sendiri bukan merupakan negara pihak Konvensi Pengunsi 1951 dan Protokol
1967. Berdasarkan kondisi tersebut maka dari itu, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk
menangani masalah pengungsi yang ada di negaranya. Indonesia juga tidak memiliki kewajiban
untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.
Namun di Indonesia terdapat beberapa pengungsi yang datang dari berbagai negara, Para
pengungsi tersebut datang ke Indonesia untuk singgah sementara. Para pengungsi yang ada di
Indonesia kebanyakan memiliki tujuan ke Australia, karena Australia merupakan salah satu
negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan sudah meratifikasi kedua instrument
tersebut. Indonesia dijadikan negara singgah bagi para pengungsi karena berdasarkan faktor
geografis Indonesia menjadi salah satu negara yang strategis untuk dijadikan negara transit bagi
beberapa Pengungsi yang ingin menuju ke Australia. Hal tersebut legal untuk dilakkan oleh para

pencari suaka. Kesamaan agama antara mayoritas masyarakat Indonesia dan pengungsi seperti
2



pengungsi Afghanistan atau Rohingya memberikan kemudahan para pengungsi untuk
melaksanakan ibadah dan memenuhi kebutuhan rohani mereka. Serta tersebarnya informasi
bahwa penentuan status pengungsi di Indonesia yang terbilang cepat dan responsif juga
memberikan daya tarik Indonesia di mata para pengungsi (Nuraeni, 2017). Berdasarkan pada
alasan tersebut sehingga tidak dapat dihindari, kemudian para pencari suaka ingin mendapat
status sebagai Pengungsi di Indonesia. Namun UNHCR telah menyatakan bahwa Indonesia
hanya sebagai negara transit dan belum tentu para Pengungsi tersebut ditempatkan di negara

tujuan akhir mereka untuk memulai kehidupan yang baru (Arfandi, 2018).

Gambar 1.1. Rute Perjalanan Pencari Suaka ke Australia
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Berdasarkan gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan
para pengungsi untuk transit. Indonesia masuk kedalam rute bagi para pengungsi yang akan
menuju ke Australia. Maka dari itu para pengungsi kerap singgah terlebih dahulu di Indonesia
untuk mendapatkan status pengungsi dari UNHCR Indonesia sebelum akhirnya mereka

diberangkatkan ke Australia atas keputusan dari UNHCR.

Belakangan ini Australia juga kerap kali mengeluarkan kebijakan sekuritisasi terhadap
pencari suaka yang akan masuk ke negaranya. Bahkan akhir-akhir ini Australia bahkan dengan
jelas menyatakan bahwa mereka menutup pintu bagi para pencari suaka. Selain itu Australia
kerap mengusir manusia perahu yang datang ke negaranya. Beberapa kasus pengusiran
Pengungsi yang terjad di Australia diantarnaya. Pada 5 Desember 2013 terdapat 25 pencari
suaka yang berasal dari Timur Tengah kemudian diarahkan untuk menuju wilayah perairan
Indonesia oleh petugas Australia dengan memakai perahu penyelamat tertutup sekoci yang
sudah disedakan sebelumnya oleh petugas Angkatan Laut Australia. Pencari suaka tersebut
kemudian ditemukan terkandas di perairan Pangandaran (VOA, 2014). Kemudian kejadian yang
sama dilakukan oleh Australia pada tahun 2014 kepada para pencari suaka, yang kemudian
diketahui terdampar di kawasan perairan selatan pulau jawa, lebih tepatnya di daerah Kebumen,
Jawa Tengah (VOA, 2014). Selanjutnya pada tahun 2014 juga, Australia membuat kebijakan
untuk menutup pintu terhadap pengungsi yang akan masuk ke negaranya. Untuk mengetahui
lebih jelas mengenai pengusiran yang dilakuakan oleh Australia, dalam penelitian ini akan
menyajikan data mengenai jumlah pengembalian perahu pencari suaka yang dilakukan

Australia.



Tabel 1.1 Jumlah Pengembalian Perahu Pencari Suaka yang dilakukan Australia 2013-2018

Periode Jumlah Perahu Jumlah IMAs
Desember 2013-Juli 2014 12 404
Agustus 2014-Februari 2015 4 54
Maret 2015-Juni 2018 17 352

Sumber : Parliament of Australia

Jika dilihat berdasarkan pada table tersebut maka Austrlia telah melakukan

pengembalian 33 perahu dengan total 810 pencari suaka dari Desember 2013-Juni 2018. IMAs

yang datang menggunakan perahu tersebut beberapa dipulangkan kembali ke negara asal

keberangkatan, dan beberapa perahu ada juga yang dipindahkan ke negara yang bermitra dengan

Australia.

Grafik 1.1 Populasi Pengungsi di Indonesia tahun 2014-2019
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Berdasarkan pada grafik tersebut, terdapat peningka populasi pengungsi di Indonesia
yang signifikan antara tahun 2014 dengan 2015 setelah Australia mengeluarkan kebijakan
penutupan terhadap pencari suaka yang datang ke negaranya. Peningkatan dari tahun 2014 ke
2015 sejumlah 2.362 pengungsi. Selanjutnya pada tahun 2015-2016 juga terdapat peningkatan
jumlah pengungsi di Indonesia sebesar 857 orang. Kemudian jumlah pengungsi mulai
mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 565 orang dan pada tahun-tahun selanjutnya

mengalami kenaikan dan penurunan yang lebih stabil, tidak seperti tahun 2015.

Dengan meningkatnya pengungsi dan pencari suaka yang terdapat di Indonesia, dan
karena Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951, kemudian
UNHCR Indonesia kerap mengusulkan kepada pemerintah agar meratifikasi Konvensi
Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Pada pertemuan yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri
Indonesia, Retno Marsudi dengan Asisten High Commisioner UNHCR, Volke Turk pada tahun
2016 di Bali, Volke Turk sebagai perwakilan dari UNHCR menyampaikan permintaan terhadap
Indonesia agar meratifikasi Kovensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. (Gerry, 2016).
Kemudian pada tahun 2019, UNHCR kembali menyarankan Indonesia untuk meratifikasi

Konvensi Pengungsi 1951. (Muslimin, 2019)

Namun, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967
tentang Pengungsi. Alasan pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan
Protokol 1967 tentang Pengungsi dirasa karena adanya kepentingan nasional yang akan sulit
tercapai apabila pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang
Pengungsi. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tersebut, maka penelitian ini akan

membahas mengenai kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kepentingan Indonesia memutuskan belum meratifikasi Konvensi Pengungsi

1951?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kepentingan

Indonesia untuk belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini dapat dibagi
menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1.4.1 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang penulis harapkan, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan
mengenai kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi,
padahal apabila melihat kondisi pada saat ini di Indonesia telah terdapat banyak
pengungsi luar negeri. Selain itu Indonesai merupakan negara transit bagi para
pengungsi yang menuju ke Australia.
1.4.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis yang penulis harapkan, penelitian ini mampu menjadi referensi

bagi para tenaga pendidik untuk menjadi salah satu materi yang dibawakan dalam proses
7



pembelajaran. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para
pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di masa

yang akan datang.
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